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hanindyohutomo@gmail.com 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, serta 
memahami pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan 
hukuman pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak 
dalam. Metode penelitian yang digunakan karya tulis ini adalan yuridis normatif 
dengan metode analisi data yang  kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer 
yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan 
tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara 
kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan yang digunakan 
berupa studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dan 
juga penelitian lapangan berupa wawancara untuk memperoleh data primer. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa penjatuhan hukuman pidana pada anak harus 
mengedepankan fakator perdamaian sehingga restorative justice dapat terlaksana. 
Tindak pidana kesusilaan merupakan delik aduan dimana faktor pemaaf sekalipun 
tidak dapat menghapuskan pidana. Batasan usia anak yang dapat dipersidangkan 
dalam pengadilan anak belum menjadi penentu bahwa anak dapat di proses 
hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 
Kata kunci: pidana anak, persetubuhan anak, pertimbangan hukum 
 
The purpose of this research is to determine the application of criminal law 
material to children who commit criminal acts against children sexual intercourse, 
as well as understanding the legal reasoning that used by judges to impose 
criminal penalties against child perpetrators of criminal acts against. The method 
used this paper adalan normative methods of qualitative data analysis. The data 
source consists of primary data, interviews and secondary data, legal data primary, 
secondary and tertiary. Data were collected by literature study and interviews and 
then analyzed qualitatively. Collection methods used in the form of literature 
studies aimed at obtaining secondary data and field research in the form of 
interviews to obtain primary data. The results showed that the imposition of 
criminal penalties on the child must promote peace fakator that restorative justice 
can be done. The criminal act of decency is complaint-based offense which even 
forgiving factor can not abolish crime. Age limit of children who can 
dipersidangkan in juvenile court is not decisive that a child can be in the process 
of law under Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 
regarding Child Protection. 
 
Keywords: child criminal, child intercourse, legal considerations 
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PENDAHULUAN 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. persetubuhan adalah suatau bagian dari kesusilaan. Tindak pidana 

persetubuhan sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang sangat sulit 

dideteksi maupun ditelisik, dikarenakan baik pelaku, korban, maupun pihak pihak 

keluarga korban maupun pelaku enggan membuat laporan tentang terjadinya 

tindak pidana tersebut dikarenakan salah satunya, masyarakat Indonesia pada 

umumnya menganggap tindakan persetubuhan adalah sebuah aib dan sangat tabu 

untuk dibicarakan. 

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana 

(selanjutnya disebut dengan KUHAP) di sebutkan alat bukti yang sah di antaranya 

adalah: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) Surat, (4) petunjuk dan (5) 

keterangan terdakwa, sedangkan Pasal 183 KUHAP menyebutkan untuk seorang 

dapat dijatuhi hukuman apabila setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah. 

Dengan adanya aturan dalam KUHAP tersebut maka akan semakin mempersulit 

korban untuk menuntut pelaku, kecuali bila terdapat saksi yang menyaksikan 

tindak pidana itu ataupun adanya pengakuan dari pelaku. Dalam tindak pidana 

pesetubuhan sendiri sangat jarang didapati pelaku yang mengakui perbuatanya. 

Anak merupakan hal yang sangat penting karena Anak merupakan potensi 

nasib manusia di hari mendatang, dan dialah yang ikut berperan menentukan 

sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa mendatang,
1
  

                                                           
1
Wigiati Soetodjo. 2006, Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 5 
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Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin 

mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, 

hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain 

yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum bagi 

anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak 

Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja 

tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.
2
 

Hak asasi anak, jika dikembangkan dengan memberikan peluang yang leluasa 

kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya 

dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.
3
 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 

ditegaskan dalam Bab II Pasal 2 mengenenai hak-hak anak, dalam ayat (3) 

disebutkan: “bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan 

sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan”. Setelah lahirnya 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tersebut kemudian lahirlah beberapa 

Undang-Undang yang mengatur secara rinci tentang anak yakni: (1) Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2012 Perubahan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak 

diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak, 

                                                           
2
Bismar Siregar, dkk. 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta : Rajawali.  hal. 22. 

3
 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, Anak Dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta: LP3ES, hlm xi 
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seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, 

atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi 

kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk 

memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan 

masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 

anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.
4
 

PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dari penulis yang menyangkut 

hal atau aspek yang sangat luas baik secara konsepsional maupun operasionalnya. 

Maka penelitian ini dibatasi pada: 

1. Kebijakan hukum pidana yang  menyangkut anak sebagai pelaku 

tindak pidana terutama tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 

2. Kajian tentang pertimbangan batasan batasan sanksi pidana yang dapat 

dijatuhkan terhadap anak terutama terhadap  tindak pidana 

persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. 

Berkaitan dengan dengan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, 

maka penulis mengidentifukasikan beberapa permasalahan yang akan dibahas 

dengan rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 

persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak? 

2. Bagaimana kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak 

persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Perkara Nomor: 

02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg ditinjau dari Undang-Undang Nomor 

                                                           
4
 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung:  Rafika Aditama. hlm. 124. 
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11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana? 

3. Bagaimana pertimbangan putusan Hakim yang dijatuhkan kepada anak 

ditinjau dari restorative justice sebagai bentuk penyelesaian tindak 

pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak? 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis 

penelitian deskriptif analitik. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil 

wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. 

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian 

dianalisis secara kualitatif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan 

yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak 

Dengan diberlakukanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berdasarkan asas Lex specialis derogat 

legi generalis, maka Pasal 45,46,47 KUHP dinyatakan tidak berlaku terhadap 

pelaku anak. 

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak mengatur lebih rinci tentang sanksi anak sebagai pelaku tindak 

pidana, dalam Pasal 71 dijelaskan mengenai hukuman pokok dan hukuman 

tambahan yang dibebankan kepada anak pelaku tindak pidana, dimana terdapat 

beberapa perbedaan hukumam pokok dan hukuman tambahan anak dengan 

hukuman pokok dan hukuman tambahan dewasa, dalam hukuman pokok menurut 

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  Anak tidak dapat dikenai sanksi 

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF5Pqgg5DOAhUPTo8KHR6BAgMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FLex_specialis_derogat_legi_generali&usg=AFQjCNF8tieeO1EiFUrsDKoJG63ck9sppQ&sig2=Ogc8xCpESDg_iCxG7j0dJQ&bvm=bv.127984354,d.c2I
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF5Pqgg5DOAhUPTo8KHR6BAgMQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FLex_specialis_derogat_legi_generali&usg=AFQjCNF8tieeO1EiFUrsDKoJG63ck9sppQ&sig2=Ogc8xCpESDg_iCxG7j0dJQ&bvm=bv.127984354,d.c2I
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hukuman mati karena mempertimbangan kelangsungan dan hak-hak hidup anak, 

serta menempatkan penjara pada opsi terakhir. Hukuman pokok yang diterima 

anak cenderung mengedepankan asas restorative justice.
5
 Pada hukuman 

tambahan tidak terdapat sanksi pengumuman keputusan Hakim, ini dilakukan 

demi mengedepankan perlindungan identitas anak.
6
 

Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana menyebutkan batasan maksimal pidana yang di bebankan kepada 

anak yakni paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara 

bagi orang dewasa. 

Hukuman pidana yang di sanksikan kepada anak tidak dapat disamakan 

dengan hukuman pidana yang dibebankan pada pelaku tindak pidana dewasa. 

Contoh apabila seorang anak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 81 Jo. Pasal 

76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dengan kata lain Anak tersebut 

melakukan tindak pidana persetubuhan dengan sesama Anak. Pada ketetuan Pasal 

81 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 seseorang dewasa 

melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak maka diancam dengan pidana 

kurungan maksimal 15 tahun, namun apabila pelakunya adalah seorang anak 

maka hukuman maksimalnya menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pelaku Anak tersebut 

hanya dikenai hukuman maksimal ½ (seperdua) hukuman maksimal yang di 

kenakan kepada pelaku tindak pidana dewasa yakni 15 tahun atau dengan kata 

lain anak hanya dibebani sanksi pidana 7,5 (tujuh setengah tahun) itupun 

                                                           
5
 Wigiati Soetodjo. 2006,  Op.Cit,. Hal. 67 

6
 Ibid. Hal. 68 
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merupakan opsi pidana pokok terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Kelayakan Sanksi Pidana Yang Diterima Oleh Pelaku Tindak Persetubuhan 

Yang Dilakukan Oleh Anak pada  

Dalam proses pembuktian akan ditemukan fakta hukum yang pada 

nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Bukti 

adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan 

kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya), sedangkan pembuktian adalah 

perbuatan (hal dan sebagainya).
7
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat ketentuan bahwa Anak yang 

masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, 

sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 

dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana 

Hakim mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan dalam menjatuhkan 

putusan merupakan hak preogatif hakim. Kebebasan disini berarti tidak dapat 

dipengaruhi oleh siapapun. Hakim dalam menentukan untuk menghukum 

seseorang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, walaupun ketua pengadilan 

tidak dapat mempengaruhi keputusan hakim, jadi sesuai dengan hati nurani 

hakim. Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau membebaskan seseorang itu, ada 

argumennya. Selanjutnya kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah 

berarti menciptakan hukum, melainkan merumuskan hukum. Untuk menemukan 

                                                           
7
Bambang Waluyo, 1996, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 

2 
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hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang 

sudah dikenal.
8
 

Dalam putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Krg menerangkan anak 

terlahir pada 18 juli 1996 dan pada saat putusan dibacakan tertanggal 4 september 

2014, maka usia anak pada saat itu adalah 18 tahun 1 bulan dan 18 hari, maka 

dalam hal ini hakim memutuskan anak menjatuhkan pidana kepada anak tersebut 

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsider pelatihan kerja selama 3 (tiga) 

bulan dirasa sudah tepat dengan juga mengingat potensi masa depan anak yang 

masih panjang dengan demikian hakim memutuskan untuk tidak menjatuhi 

hukuman berat pada terdakwa anak. 

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 

pertimbangan yuridis dan fakta persidangan, tetapi terdapat juga pertimbangan 

sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang 

lebih urgen lagi adalah pertimbangan nasib korban kejahatan sebagai subjek 

hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai 

seseorang.
9
 

Korban tindak pidana persetubuhan juga perlu mendapat perlindungan 

untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian 

telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Bentuk santunan itu dapat 

berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, 

                                                           
8
  Andi Hamzah, 2008,  Hukum Acara Pidana Indonesia Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 104-105 

9
 Ibid, hal. 98 
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pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau 

santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya. 

Pertimbangan Putusan Hakim yang Dijatuhkan Kepada Anak Ditinjau Dari 

Restorative Justice  

Dengan mengedepankan prinsip prinsip restorative justice diharapakan 

anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dipulihkan kembali kehidupan sosialnya 

seperti sedia kala, dalam perkara persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak 

tujuan utama dari tercapainya restorative justice adalah restorasi mental anak 

sebagai pelau dan juga restorasi mental anak sebagai korban. 

Tujuan akhir dari sebuah pemidanaan adalah menciptakan efek jera, 

menciptakan keteraturan dan keamanan, serta menegakan aturan hukum. Hal-Hal 

lain yang perlu diperhatikan lainya adalah kepentingan korban dan si pelaku.
10

 

Seperti yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa dalam fakta persidangan 

Anak pelaku tindak pidana telah meminta maaf kepada korban dan keluarga 

korban, dan pihak dari korban sendiri telah menerima permohonan maaf tersebut 

dan juga memberikan maaf. 

Pada hakikatnya persetubuhan atau dalam bentuk umumnya pencabulan 

merupakan delik aduan, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut 

digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan 

ini, korban tindak pidana tidak dapat mencabut laporannya kepada pihak yang 

berwenang ataupun menghentikan proses hukum apabila di antara mereka telah 

terjadi suatu perdamaian.  

                                                           
10

 Dwi Hananta, Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar. Wawancara Pribadi.. Karanganyar, 3 Mei 

2016 Jam 14.30 WIB. 
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Alasan penghapus pidana menurut sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu 

karena adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) dan karena alasan 

pemaaf (schulduitsluitingsgronde). Menurut Sudarto pembedaan ini sejalan 

dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dandapat dipidananya 

pembuat.
11

 

Alasan pembenar dapat menghapuskan perbuatan melawan hukumnya, 

meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik. Karena sifat melawan 

hukumnya perbuatan dihapuskan, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana. 

Bila tidak ada unsur melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. 

Alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku tindak pidana, dalam arti pelaku tidak 

dapat dicela. Dengan kata lain pelaku tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat 

dimintai pertanggunhan jawab, meskipun perbuatantan dari pelaku tersebut 

bersifat meawan hukum. Dengan demikian di sini ada alasan yang menghapuskan 

kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan.  

Di dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang 

alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui 

sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda). Dasar atau alasan penghapusan 

pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan 

alasan pemaaf. 

Upaya restorative justice dalam tindak pidana persetubuhan yang 

dilakukan oleh Anak terhadap Anak pada Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-

Anak/2014/PN.Krg sudah dilakukan oleh Anak pelaku tindak pidana 

                                                           
11 Soedarto. 1990, Hukum Pidana I . Semarang: Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro), Hal 139 
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persetubuhan dengan memohon maaf kepada korban dan keluarga korban, namun 

dengan alasan bahwa tindak pidana persetubuhan merupakan delik pidana aduan 

dan korban sendiri tidak dapat menghentikan proses hukum walaupun korban 

menghendakinya sekalipun maka proses hukum yang tengah berlangsung itu pun 

harus tetap berlangsung demi hukum.  

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim anak dalam 

memutus perkara persetubuhan Anak tersebut dapat dinilai sudah sesuai, terlebih 

dengan hakim mempertimbangkan kelangsungan hidup pelaku anak dengan 

hukuman pidana penjara. hukuman penjara yang di bebankan kepada pelaku anak 

pun bukan merupakan golongan hukuman berat, hanya 2 (dua) tahun dari 

ketentuan pidana penjara maksimal atas tindak pidana persetubuhan kepada anak. 

Terlebih anak pelaku pada saat putusan diputuskan sudah memasuki usia awal 

dewasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hukuman 

pidana yang dibebankan oleh hakim menurut penulis sudah sesuai walaupun 

mengesampingkan restorative justice.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pertama, berdasar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Penerapan hukuman pidana pokok penjara 

kepada Anak pelaku tindak pidana khususnya persetubuhan merupakan sebuah 

pilihan terakhir. Dalam tatanan hukum pidana Indonesia yang teruang dalam 

KUHP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak hanya mengatur tindak pidana pencabulan khususnya persetubuhan terhadap 

anak dilakukan hanya oleh orang dewasa. Apabila pelaku tindak pidana 



12 

 

persetubuhan tersebut adalah Anak maka ketentuan penjatuhan pidana anak 

tersebut berdasar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang apabila 

tindak pidana tersebut layak mendapatkan hukuman pokok pidana anak yakni 

penjara maka maksimal dari hukuman pidana penjara tersebut ½ dari hukuman 

maksimal terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa 

terhadap anak.  

Kedua, penerapan hukum pidana oleh hakim Pengadilan Negeri 

Karanganyar terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh 

anak terhadap anak sudah sesuai karena dalam putusan dalam perkara Nomor: 

02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg hakim mempertimbangkan kelangsungan hidup 

anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak 

terhadap anak dan juga dengan adanya pertimbangan usia anak pada saat 

pembacaan putusan sudah melebihi batasan usia anak dalam Pasal 1 ayat (3) 

undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

walaupun Anak pelaku tindak pidana tersebut melakukan tindak pidana 

persetubuhan sebelum usia 18 tahun sekalipun. Keputusan hakim untuk 

menjatuhkan pidana penjara kepana Anak pelaku tindak pidana  dan tidak 

memutuskan Anak pelaku tindak pidana untuk diempatkan di Lembaga 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), karena LPKS hanya 

diperuntukkan bagi Anak (belum berusia 18 tahun), sedangkan Anak pada saat 

perkara ini diputuskan sudah berusia lebih dari 18 tahun. 

Ketiga, pada dasarnya upaya Restorative justice dalam setiap penyelesaian 

kasus pidana anak pada persidangan harus dilakukan, mengingat dengan adanya 
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hubungan antar manusia yang rusak akibat tindak pidana tersebut harus di 

pulihkan. Namun tindak pidana persetubuhan atau dalam bentuk umumnya 

pencabulan merupakan delik aduan, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik 

tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik 

aduan ini, korban tindak pidana tidak dapat mencabut laporannya kepada pihak 

yang berwenang ataupun menghentikan proses hukum apabila di antara mereka 

telah terjadi suatu perdamaian.  

Saran 

Pertama, kepada para orang tua hendaknya memberikan pengertian sedari 

dini tentang kesusilaan dan kepatutan kepada anak sedari dini, serta pembekalan 

ilmu agama yang kuat akan menjadi pondasi dari akhlak generasi penerus bangsa 

dan benteng terhadap perilaku buruk anak yang menjerumus menuju tindak 

pidana, apabila tindak pidana sudah terlanjur dilakukan oleh anak maka dengan 

mengedepankan aspek perkembangan jiwa anak hendaknya diselesaikan secara 

alternatif yakni melalui jalur kekeluargaan. 

Kedua, bagi pembuat peraturan perundang-undangan hendaknya untuk 

memformulasikan secara khusus tentang tindak pidana persetubuhan yang 

dilakukan oleh anak terhadap anak, karena dari peraturan yang ada tidak 

menyebutkan secara spesifik menengai anak sebagai pelaku tindak pidana 

persetubuhan terhadap anak. 

Ketiga, atas dasar persetubuhan tidak selalu bertentangan dengan 

kehendak pihak perempuan, maka penulis merasa perlu adanya delik baru yakni 

delik zina. Delik zina sebaiknya di formulasikan atas dasar menimbang kesalahan 

tidak harus sepenuhnya di bebankan kepada pihak laki-laki, terutama dalam tindak 
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pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak akan terjadi 

tindak pidana seperti dalam putusan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Krg 

apabila pihak perempuan menolak secara tegas. 

Keempat, kepada masyarakat umum atas dasar persetuhan yang dilakukan 

anak terhadap anak telah menjadi fenomena sosial maka seharusnya masyarakat 

harus peka terhadap lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembiaran apabila 

terjadi tindak pidana tersebut. Karena demi membangun masa depan bangsa 

melalui anak sebagai generasi penerus bangsa dibutuhkan mental masyarakat yang 

kondusif. 

Persantunan 

Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha 

penyanyang pemilik dan penguasa alam beserta isinya.  Shalawat beserta salam 

semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa 

manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini. Atas 

izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar tanpa 

ada halangan yang berarti yang karena bimbingan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan sebuah karya tulis, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih 

kepada Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah, Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum. selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Muchamad Iksan, 

S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna 

membimbing penulisan skripsi ini, orang tua penulis yang selalu mendampingi 

dan memberikan dukungan dalam segala aspek. teman-teman penulis teman 

sekolah, teman kuliah yang selalu memberikan dukungan moral dan emosional 
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kepada penulis. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih. 

kepada semua pihan yang membantu penulis dalam proses penulisan karya ilmiah 

ini dari awal hingga akhir. 
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